
BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

PERATURAN BUPAT MALUKU TENGA 

NOMOR 244 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 37 
TAHUN 2O17 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / INSENTIF DOKTER 

SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI LINOKUP 
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

ter tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 
perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif 
bulanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umurn dan 

Dokter Gigi Lingkup Pemcrintah Kabupaten Maluku 
Tengah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
diraksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Mahuku Tengah, 

Mengingat I. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darrat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 

Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645; 

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang 
Undang Nmor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Bur 
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tamnbahan Lembaran Negara Nomor 3895); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 
47, Tambah�lbaran Negara Nomor -1286), 
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4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku {Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor Thon 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355), 

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktck 
Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor I16, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431), 

7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 126 , Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4438), 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Norr 100, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) 

9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234), 

10. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahuan 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor $494 

I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pemerinthn Daerah (lembaran Negara Tahun 22014 
Nomnor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 
2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2015 Noror 58, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679), 

l2. Peraturan Pemerintah Noror 13 Tahun 1979 tetang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkat II Am bon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, ambahan Lembaran Negara Noror 3137 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Keschatan (Lembaran Negara tahun 1996 Noor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637 
14, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembag,�r Pemermtahan Antara Pernerintah, 
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Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 

I5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 
2017 Tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis 

16 Peraturan Menteri Kesehatan Noror 

MENKES/PER/X/2004 tcntang Pedoman 
Tenaga Kesehatnn dengan Perjanjian Kerja 
Keschatan MiLie Pemerintah, 

1199 A/ 
Pengadaan 
di Sarana 

17. Peraturan Menteri Kesehatan 
MENKES/PER/IV/2007 tentang tin 

Pelaksanaan Praktek Kedokteran, 

Nomor 

Pktek 
512/ 

dan 

18. Peratran Menteri Kesehatan Nomor 1231/ MENKES/PER/XI/2007 tentang Pemugasan Khusus 
Sumber Daya Manusia Kesehatan, 

19 Peraturan Menter Keschatan Nomor 
340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah 
Sakit; 

20, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2013 
tentang Pedoran Pengangkatan dan Pencmpatan Dokter 
dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap., 

21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Penugasan Khusus Tenaga Keschatan Dalam 
mcndukung Program Nusantara Sehat, 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 

2.3. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2017, 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 37 TAHUN 
2017 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN/INSENTIF 
DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI 
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENOAH 

Pasal I 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

I Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah 

2. Pemerintah Darrah adalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggara 

pemcnntahan D� rg mcm1mpm p<:ld.k:;anaan urusan pemenntahan 



yang menjadi kewenangan Daerah Otonom 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Keschatan Kabupaten Maluku Tengah 

5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat prT adalah Pegawai yang 
diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas 
Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan 
administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 

6. Dokter adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi 
Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik 
didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik 
Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku 

7 Bidan adalah seorang perempuan dari Pendicdikan Bidan yang telab 
teregistrasi sesuai dengan peraturan erundang-undangan yang berlaku 

8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil di 
angkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
untuk selama mnasa pengasan 

9, Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, diangkat 
oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebaga 
Bidan dalam rangka pclaksanaan program Pemerintah 

I0.Daerah Tertinggal adalah Dacrah Kabupaten yang relatif kurang 
berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan 
berpenduduk relatif tertinggal. 

1 1 .  Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada pemerintah darah Kabupaten Maluku Tengah 
sclaku pengguna anggaran/ barang 

Pasal a2 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan Tunjangan Kesejahteraan 
] Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi di Kabupaten 
Maluku Tengah. 

Pasal 3 

Tunjangan Kescjahtcraan / Insentif dibenikan kcpada Dokter Spesialis, Dokter 
Umum dan Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter 
Nusantara Sehat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa} 4 

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tunjangan 
Kesejahteraan / Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter 
Gigi, yang didasarkan pada ketersediaan tenaga Dokter yang ada di 
Kabupaten Maluku Tengah 

Pasal S 

(1)Tnjangan Kesejahteraan / Insentif Dokter diberikan kepada Dokter 
Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi lingkup Pemerintah Kabupaten 
Maluku Tengah 

(2] Tunjangan Kesejahteraan / Insentif dokter scbagaimana dimaksud pada 
ayat \1) dibenkan �;ru\an sebaga1 benkut 



Nana Puskesmas 
Besaran Besaran Besaran 

Insentif Dokter nsentf Dokter Insenuf Dokter 
/ Kecamatan Pegawai Negeri Pcgawti Tidak Nusantara 

Sioil Teto Sehat 

I DOKTER SPESLALIS 

PEGA WAI NEGERT 

SIPIL DAN DOKTER 

SPESIALIS WA.JIB 

KERJA TU0AS 

BELA.JAR 

a Penyakit Dalam Rp. 21.250.000, . . 

b. Penyakit Anak Rp. 21250.000, . 
. 

c. Bed ah Rp. 21.250.000, . . 

d Obstetri 8 Rp. 21.250.000, . . 

Gine kologi 
' 

Anasthesi Rp. 21.250.000, 
.. 

e . . 

r. Radiologi Rp. 18.,000.000, . . 

8 Mata Rp. 18.000.000, . . 

h. Neurologi Rp. 18.000.000, . . 

'  
,. Patolog Kini Rp. 18.000.000, 

' 
• 

. 

J Andrologi Rp. 18.000.000, • 
. 

k. Patologi Anatomi Rp. 18.000.000, • 
. 

1 Forensik Rp. 18.000.000, . . 

m. Gii Klinik Rp 18.000.000, . . 

2 WAJIB KERJA DOKTER 
Rp. 12.500.000,- ] Rp. 12.500.000, SPESIALIS MANDIRI . 

Pemberian Tunjangan/Insentif kepada Dokter Spcsialis, Dokter Umum dan 
Dokter Gigi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara 
Sehat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Dacrah 

Pasal 7 

(I) Bupati mclalui Kepala Dinas Keschatan Kabupaten Maluku Tengah 
melakukan Monitoring dan Evalasi pelaksanaan tugas profesi atau 
kinerja Dokter penerima tunjangan 

(2) Dokter pencrima tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan 
profesi secara baik, Bupati mclalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tunjangan 

(3) Penghentian pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat [) 
dilakukan setelah melalui tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 8 

Tnjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan 
kepada dokter yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku 
Tengah dengan merujuk pada Ketentuan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis 

Pasal 9 

() Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berhak mcmpcrotch Kesejahteraan / Insentif 
(2) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berhak mengajukan 

perpindahan dean / atau perubahan lokasi pengasan dalam wilayah 
Kabupaten Maluku Tengah 

3) Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi bcrkowajiban 
mclaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program Pemerintah 
Kabupaten Maluku Tengah. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mula berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahunya, memcrintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu paten Mauku 
Tengab 

Ditetapkan di Masohi 
pada tanggal 1 September 2017 

Tl MALU,�U TENGAH, � 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggal September 2017 

{ Plt. SEKRETARIS DAERAH MAI..UKU 

RAKIB SAHUBAWA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2OIT NOMOR: 3f 


